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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana sertipikat hak atas 
tanah yang cacat hukum administrasi dan 
bagaimana pembatalan sertipikat hak atas 
tanah karena cacat hukum administrasi. 
Dengan menggunakan metode penelitian 
yuridis normatif, disimpulkan: 1. Sertipikat hak 
atas tanah yang cacat hukum administrasi 
dapat dilakukan pembatalan atau perintah 
pencatatan perubahan pemeliharaan data 
pendaftaran tanah menurut peraturan 
perundang-undangan. Cacat hukum 
adminsitrasi terjadi karena adanya kesalahan: 
prosedur dalam proses penetapan dan/atau 
pendaftaran hak tanah; prosedur dalam proses 
pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat 
pengganti; prosedur dalam proses pendaftaran 
penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah 
bekas milik adat; kesalahan prosedur dalam 
proses pengukuran, pemetaan dan/atau 
perhitungan luas; tumpang tindih hak atau 
sertipikat hak atas tanah; kesalahan subyek 
dan/atau obyek hak; dan kesalahan lain dalam 
penerapan peraturan perundang-undangan. 2. 
Pembatalan sertipikat hak atas tanah karena 
cacat hukum administrasi apabila ada 
permohonan atau usulan dari pihak yang 
berkepentingan untuk melakukan pembatalan 
seperti: aparatur Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia yang mengetahui data 
dan/atau warkah penerbitan hak atas tanah 
yang tidak sah mengenai substansi dan/atau 
proses penerbitannya dan mempunyai bukti 
adanya kesalahan prosedur administrasi 
penerbitan sertipikat hak atas tanah; dan pihak 
yang dirugikan akibat terbitnya sertipikat hak 
atas tanah yang cacat hukum. 
Kata kunci: Pembatalan, Sertifikat Hak Atas 
Tanah, Akibat Cacat Hukum  
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A. Latar Belakang 
Penyelesaian kasus-kasus di bidang 

pertanahan seperti penerbitan sertipikat yang 
cacat hukum administrasi perlu segera 
diselesaikan, karena sertipikat hak atas tanah 
yang cacat hukum administrasi dapat 
menyebabkan sertipikat tersebut tidak dapat 
dijadikan bukti kepemilikan atas tanah, karena 
tidak dapat dipertanggungjawabkan secara 
hukum. Diberlakukannya Peraturan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 
Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, 
dapat menyelesaikan kasus-kasus di bidang 
pertanahan baik melalui pengadilan maupun di 
luar pengadilan. 

Pembatalan sertipikat yang cacat hukum 
administrasi merupakan upaya hukum untuk 
melakukan pencegahan, pengawasan dan 
penindakan agar tidak terjadi konflik 
kepentingan hak atas tanah yang dapat 
menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan atas tanah. 

Keberadaan tanah sangat penting bagi 
kehidupan manusia. ini disebabkan karena 
hampir seluruh aspek kehidupan manusia, 
terutama bagi bangsa yang bercorak agraris, 
tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah. 
Tanah tidak hanya dapat ditinjau dari aspek 
ekonomi saja, melainkan meliputi segala 
kehidupan dan penghidupan manusia. Tanah 
mempunyai multiple value, maka sebutan 
tanah air dan tumpah darah dipergunakan oleh 
bangsa Indonesia untuk menyebutkan wilayah 
negara dengan menggambarkan wilayah yang 
didominasi tanah air dan tanah yang 
berdaulat.3 

Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi 
pemerintah yang telah diberikan kewenangan 
oleh peraturan perundang-undangan di bidang 
pertanahan, sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 
2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan 
Penanganan Kasus Pertanahan, diharapkan 
dapat dengan cermat dan teliti untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap sertipikat-
sertipikat hak atas tanah sebelum diterbitkan 
agar tidak terdapat cacat hukum administrasi 
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untuk mencegah terjadinya sengketa 
pertanahan. 

Tindakan pemerintah tidaklah dalam arti 
sebebas-bebasnya, karena konstitusi atau 
hukum harus ditaati agar tidak berlaku 
sewenang-wenang, baik dalam arti tindakan 
yang melampaui batas kewenangan, bertindak 
tidak sesuai dengan kewenangan atau 
peruntukannya atau bertindak sewenang-
wenang.4 

Salah satu prinsip dalam negara hukum 
adalah wetmatigheid van bestuur atau 
pemerintahan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap 
tindakan hukum pemerintah, baik dalam 
menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi 
pelayanan, harus didasarkan pada wewenang 
yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku.5 

Sering kali karena pentingnya peran tanah 
dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek 
yang rawan perselisihan atau sengketa 
antarmanusia. Hal ini terjadi karena kebutuhan 
hidup akan tanah semakin meningkat, namun 
persediaan tanah relatif tetap. Sengketa tanah 
dalam masyarakat setiap tahun semakin 
meningkat dan terjadi hampir di seluruh daerah 
di Indonesia, baik perkotaan maupun di 
pedesaan.6 

Sengketa dan konflik pertanahan yang 
semakin semarak dan kompleks belakangan ini 
terlihat sangat jelas lebih banyak konflik dan 
sengketa vertikal antara masyarakat dengan 
pemerintah atau pihak yang berwenang. Secara 
sepintas yang terlihat memang konflik 
horizontal antara masyarakat dengan 
pengusaha/investor dan atau badan usaha milik 
negara (BUMN), namun di balik itu, rakyat 
sebenarnya berhadapan dengan negara yang 
melindungi para pengusaha dan badan usaha 
milik negara. Disbanding konflik horizontal 
antara masyarakat dengan masyarakat lainnya, 
konflik berdimensi vertikal lebih dominan.7 

Agar supaya tidak terjadi kasus, sengketa 
atau perkara pertanahan, maka diperlukan 
upaya hukum untuk menyelesaikan potensi 
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konflik yang dapat terjadi antara pihak-pihak 
yang berkepentingan atas tanah melalui 
pembatalan sertipikat hak atas tanah yang 
diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur 
hukum administrasi yang berlaku sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan di bidang 
pertanahan. 

Sesuai dengan uraian pada latar belakang 
penulisan, maka dalam penyusunan Skripsi ini, 
penulis memilih judul: “Pembatalan Sertipikat 
Hak Atas Tanah Akibat Cacat Hukum 
Administrasi” 

 
B. RUMUSAN MASALAH 
1.  Bagaimanakah sertipikat hak atas tanah 

yang cacat hukum administrasi ? 
2. Bagaimanakah pembatalan sertipikat hak 

atas tanah karena cacat hukum administrasi 
? 

 
C. METODE PENELITIAN 

Penelitian hukum yang dilakukan dengan 
cara meneliti bahan pustaka atau data 
sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian 
hukum normatif atau penelitian hukum 
kepustakaan (di samping adanya penelitian 
hukum sosiologis atau empiris yang terutama 
meneliti data primer).8  

Metode penelitian yang digunakan dalam 
penyusunan Skripsi ini yakni metode penelitian 
hukum normatif atau penelitian hukum 
kepustakaan dengan menggunakan data 
sekunder.  
 
PEMBAHASAN 
A. Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Cacat 

Hukum Administrasi 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang 

lebih dikenal dengan sebutan UUPA secara 
ideologis mempunyai hubungan yang sangat 
erat dengan kaum tani Indonesia. Hal ini 
dikarenakan sejak berlakunya UUPA secara 
yuridis formal ada keinginan yang sangat kuat 
untuk menfungsikan hukum agraria nasional 
sebagai alat untuk membawa kemakmuran, 
kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan 
masyarakat tani dalam rangka masyarakat adil 
dan makmur, sebab dalam kehidupan 
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masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, 
tanah merupakan salah satu sumber hidup dam 
kehidupan mereka. Di samping itu, tanah-tanah 
adat sering dihubungkan dengan nilai kosmis-
magis-religius. Hubungan ini bukan saja antara 
individu dengan tanah, tetapi juga antar 
sekelompok anggota masyarakat suatu 
persekutuan hukum adat di dalam hubungan 
dengan hak ulayat.9 

Penerbitan sertipikat hak atas tanah yang 
cacat hukum administrasi dapat menimbulkan 
sengketa di bidang pertanahan antara pihak-
pihak yang berkepentingan dengan hak atas 
tanah tersebut dan bahkan dapat menimbulkan 
kerugian. Oleh karena itu sangat penting bagi 
instansi yang diberikan kewenangan secara 
cermat dan teliti untuk memeriksa dan dan 
meneliti semua bukti dan dokumen 
administrasi yang diperlukan sebelum 
diterbitkan sertipikat hak atas tanah. 
 Sertipikat hak atas tanah wajib 
diterbitkan sesuai dengan syarat dan prosedur 
administrasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum oleh 
instansi pemerintah yang telah diberikan 
kewenangan di bidang pertanahan oleh 
peraturan perundang-undangan. Apabila 
sertipikat hak atas tanah diterbitkan cacat 
hukum administrasi, maka akan menimbulkan 
ketidakpastian hukum terhadap hak atas tanah. 

Persoalan tidak terpenuhinya prosedur 
hukum administrasi dapat menyebabkan 
terjadinya pembatalan hak atas tanah. 
Kesalahan prosedur dalam proses penetapan 
dan/atau pendaftaran hak tanah dapat 
diketahui apabila ada pihak-pihak yang 
melakukan permohonan pembatalan sertipikat 
baik dari Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia sesuai dengan bukti-bukti adanya 
kesalahan prosedur administrasi maupun dari 
pihak yang dirugikan akibat terbitnya sertipikat 
hak atas tanah yang cacat hukum. 
  
B. Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah 

Karena Cacat Hukum Administrasi 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,  
menyatakan pada Pasal 27 Hak milik hapus bila: 
a. tanahnya jatuh kepada negara, 
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1. karena pencabutan hak berdasarkan 
Pasal 18; 

2. karena penyerahan dengan sukarela oleh 
pemiliknya; 

3. karena diterlantarkan; 
4. karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan 26 

ayat (2). 
b. tanahnya musnah. 

Penjelasan Pasal 27 Tanah diterlantarkan 
kalau dengan sengaja tidak dipergunakan 
sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan 
daripada haknya. 

Hukum adminstrasi merupakan tindakan 
pemerintahan atau eksekutif atau 
bestuurmaatregel atau the measurelaction of 
government terhadap pelanggaran perundang-
undangan yang berlaku dan bersifat reparatoir 
(mengembalikan pada keadaan semula).10  

Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 
2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan 
Penanganan Kasus Pertanahan, Pasal 65. Pihak 
yang berkepentingan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 64 ayat (1): 
a. aparatur BPN RI yang mengetahui data 

dan/atau warkah penerbitan hak atas tanah 
yang tidak sah mengenai substansi dan/atau 
proses penerbitannya; 

b. aparatur BPN RI mempunyai bukti adanya 
kesalahan prosedur administrasi penerbitan 
sertipikat hak atas tanah; dan 

c. pihak yang dirugikan akibat terbitnya 
sertipikat hak atas tanah yang cacat hukum. 
Pasal 66 ayat: 

(1) Perbuatan hukum administrasi pertanahan 
terhadap sertipikat hak atas tanah yang 
cacat hukum administrasi dilaksanakan oleh 
Pejabat yang berwenang paling lambat 6 
(enam) bulan setelah diketahui adanya 
cacat hukum administrasi, kecuali terdapat 
alasan yang sah untuk menunda 
pelaksanaannya. 

(2) Alasan yang sah untuk menunda atau 
menolak pelaksanaan perbuatan hukum 
administrasi pertanahan sebagaimana 
dimaksud ayat (1) antara lain: 
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a. surat yang akan dibatalkan sedang 
dalam status diblokir, disita oleh 
pejabat yang berwenang (conservatoir 
beslag-CB); 

b. tanah yang dimohon perbuatan hukum 
administrasi merupakan tanah yang 
merupakan obyek perkara di 
pengadilan 

c. pelaksanaan pembatalan diperkirakan 
dapat menimbulkan gejolak 
sosial/konflik massal. 

(3) Yang dimaksud obyek perkara di pengadilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b: 
a. terdapat putusan pengadilan yang saling 

bertentangan menyangkut status tanah 
dan/atau status kepemilikan tanah yang 
bersangkutan; 

b. terdapat keberatan pihak tertentu 
terhadap perbuatan hukum pertanahan 
yang akan dilakukan terhadap tanah 
yang bersangkutan, dan untuk itu telah 
diajukan gugatan di pengadilan 
menyangkut kepemilikan atau 
keabsahan sertipikat hak atas tanah 
yang menjadi kasus tersebut dan telah 
memperoleh putusan yang 
mengabulkan keberatan tersebut; 

c. terdapat putusan pengadilan lain atas 
pihak-pihak yang tidak mengajukan 
keberatan dan tidak terkait dengan 
pemohon perbuatan hukum pertanahan, 
akan tetapi putusan pengadilan tersebut 
berkaitan dengan status tanah dan/atau 
status kepemilikan tanah yang akan 
dimohon perbuatan hukum administrasi. 

(4) Penundaan atau penolakan pelaksanaan 
perbuatan hukum pertanahan karena cacat 
hukum administrasi wajib dilaporkan oleh 
Kakan atau Kakanwil kepada Kepala BPN RI 
dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan 
setelah diketahui adanya cacat hukum 
administrasi, dengan disertai penjelasan 
mengenai alasan tidak dapat 
dilaksanakannya pembatalan karena cacat 
hukum administrasi. 

Pada era reformasi ini, kedudukan Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) sebagai satu-
satunya lembaga atau institusi yang diberikan 
kewenangan (kepercayaan) untuk mengemban 
amanah dalam mengelola bidang pertanahan 
diakui secara normatif melalui Peraturan 

Presiden (Perpres) No. 10. Tahun 2006 tentang 
Badan Pertanahan Nasional. Dalam Pasal 2 
Perpres tersebut disebutkan bahwa badan 
pertanahan nasional mempunyai tugas 
pemerintahan di bidang pertanahan secara 
nasional, regional dan sektoral.11  

Setiap orang dapat menuntut atau 
mengajukan gugatan kepada negara bila negara 
melakukan suatu perbuatan yang melawan 
hukum (onrechtmtigdaad) bahwa seseorang 
dapat melakukan gugatan terhadap penguasa. 
Apabila putusan pejabat yang berwenang 
dirasa tidak adil. Banyak peraturan-peraturan 
yang memberi jaminan kepada warga negara, 
untuk menggunakan hak-haknya mengajukan 
tuntutan-tuntutan di muka pengadilan, bila 
hak-hak dasarnya atau kebebasannya 
dilanggar.12 

Sarana penegakan hukum itu, di samping 
pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan 
bagian penting dalam setiap teraturan 
perundang-undangan, bahkan J.B.J.M. Ten 
Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan 
inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi 
biasanya diletakkan pada bagian akhir  setiap 
peraturan. In cauda venenum (secara bahasa 
berarti diujung terdapat racun), artinya di ujung 
kaidah hukum terdapat sanksi. Sanksi 
diperlukan untuk menjamin penegakan hukum  
administrasi. Menurut Philipus M. Hadjon, pada 
umumnya tidak ada gunanya memasukkan 
kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan 
bagi para warga di dalam peraturan perundang-
undangan tata usaha negara, ketika aturan-
aturan tingkah laku itu tidak dapat di paksakan 
oleh tata usaha negara. Salah satu instrumen 
untuk memaksakan tingka laku para warga ini 
adalah dengan sanksi. Oleh karena itu sanksi 
sering merupakan bagian  yang  melekat  pada 
norma hukum tertentu.13 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 
2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan 
Penanganan Kasus Pertanahan, Pasal 67 ayat: 
(1) Proses penanganan permohonan 

perbuatan hukum pertanahan terhadap 
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Manusia, Cetakan Ke- I. Mandar Maju, Bandung, 2011, 
hal. hal. 12. 
13

 Ridwan HR, Hukum Adminstrasi Negara, Edisi l. Cet. 4. 
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sertipikat hak atas tanah yang cacat hukum 
administrasi melalui tahapan penanganan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. 

(2) Sertipikat hak atas tanah yang cacat hukum 
administrasi dan belum dialihkan haknya 
dilakukan melalui proses: 
a. dilakukan penelitian oleh Kantor BPN 

setempat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 sampai tahap pembuatan 
Risalah Pengolahan Data paling lambat 3 
(tiga) bulan setelah menerima surat 
permohonan; 

b. dalam hal Risalah Pengolahan Data 
berkesimpulan bahwa terdapat cacat 
hukum administrasi yang dapat 
berakibat batalnya sertipikat hak atas 
tanah, Kakan mengajukan usulan 
pembatalan sertipikat hak atas tanah 
kepada pejabat yang berwenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73. 

c. pejabat yang berwenang sebagai 
dimaksud dalam huruf b melakukan 
penanganan melalui tahapan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
sampai dengan pembuatan Risalah 
Pengolahan Data paling lambat 3 (tiga) 
bulan setelah menerima usulan 
sebagaimana dimaksud huruf b untuk 
menetapkan perbuatan hukum 
pertanahan berupa: 
1) pembatalan sertipikat hak atas 

tanah yang cacat hukum 
administrasi;  

2) penetapan pencatatan dalam Buku 
Tanah dan Daftar Umum lainnya; 

3) penolakan usulan pembatalan. 
d. dalam hal pejabat berwenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 
tidak dapat mengambil suatu keputusan, 
diusulkan untuk dilakukan Gelar 
Istimewa guna menentukan dapat 
tidaknya pembatalan sertipikat yang 
terdapat cacat hukum administrasi; 

e. selanjutnya dilakukan tindakan sesuai 
dengan putusan Gelar Istimewa; 

f. dalam hal terdapat gugatan ke 
pengadilan dengan keputusan 
pengadilan yang menguatkan adanya 
cacat hukum administrasi,  BPN RI tidak 
melakukan upaya banding atau kasasi 
dan langsung melaksanakan putusan 
pengadilan tersebut. 

(3) Sertipikat hak atas tanah yang cacat hukum 
administrasi, yang telah dialihkan kepada 
pihak lain, proses penyelesaiannya sebagai 
berikut: 
a. pencatatan dalam Buku Tanah dan 

Daftar Umum lainnya bahwa 
sertipikatnya terdapat cacat hukum 
administrasi sesuai dengan hasil Risalah 
Pengolahan Data; 

b. pencatatan dalam Buku Tanah bahwa 
sertipikat yang terdapat cacat hukum 
administrasi tidak dapat dialihkan lagi 
selama belum dilakukan pembetulan 
atas cacat hukum administrasi yang 
ditemukan; 

c. dilakukan Gelar Istimewa untuk 
menentukan dapat tidaknya 
pembatalan sertipikat yang terdapat 
cacat hukum administrasi dengan 
putusan: 
1) tindakan pembatalan sertipikat 

tanpa menunggu putusan 
pengadilan; 

2) tindakan pembatalan sertipikat 
dilaksanakan setelah terdapat 
putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap. 

d. dalam hal terdapat gugatan ke 
pengadilan dengan keputusan 
pengadilan yang menguatkan adanya 
cacat hukum administrasi, BPN RI tidak 
melakukan upaya banding atau kasasi 
dan langsung melaksanakan putusan 
pengadilan berupa pembatalan 
sertipikat yang cacat hukum 
administrasi. 

Sanksi hukum administrasi merupakan 
sanksi yang penerapannya tidak melalui 
perantaraan hakim. Pemerintah berwenang 
untuk bilamana perlu, tanpa keharusan 
perantaraan hakim terlebih dahulu bertindak 
jauh secara nyata. Sasaran sanksi administrasi 
adalah perbuatan yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan, sehingga 
secara prinsipil berbeda dengan pemberian 
sanksi pidana maupun tanggung jawab perdata 
yang ditujukan kepada orang (pelakunya).14 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 
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Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 
183. 
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2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan 
Penanganan Kasus Pertanahan, Pasal 68 ayat: 
(1) Proses penanganan perbuatan hukum 

pertanahan terhadap sertipikat hak atas 
tanah yang diterbitkan oleh Kakan yang 
terdapat cacat hukum administrasi melalui 
tata cara sebagai berikut: 
a. dilakukan penelitian oleh Kantor 

Pertanahan setempat melalui tahapan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
sampai tahap pembuatan Risalah 
Pengolahan Data; 

b. pengolahan berkas permohonan oleh 
Kantor Pertanahan setempat melalui 
tahapan sebagaimana dimaksudkan 
dalam Pasal 27 sampai dengan 
pembuatan Risalah Pengolahan Data; 

c. pengiriman usulan perbuatan hukum 
pertanahan dari Kakan kepada Kakanwil 
dengan dilampiri berkas penanganan 
kasus dan Risalah Pengolahan Data, 
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 
diterimanya permohonan pembatalan 
dari pemohon; 

d. pengolahan berkas usulan dan Risalah 
Pengolahan Data di Kanwil untuk 
memutuskan dapat tidaknya dilakukan 
perbuatan hukum pertanahan dalam 
waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah 
diterimanya surat usulan dari Kakan 
melalui tahapan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27. 

e. penerbitan keputusan dari Kakanwil 
berupa: 
1)  Surat Keputusan pembatalan cacat 

hak atas tanah; 
2) Surat Perintah kepada Kantor 

Pertanahan untuk melakukan 
pencatatan dalam Buku Tanah dan 
Daftar Umum lainya; 

3)  Surat Pemberitahuan kepada Kantor 
Pertanahan bahwa 
permohonan/usulan tidak dapat 
dikabulkan. 

f. dalam hal Kakanwil belum dapat 
mengambil keputusan karena sesuatu 
hal, dapat meminta pertimbangan 
kepada Deputi yang dilampiri berkas 
penanganan kasus dan Risalah 
Pengolahan Data, paling lambat 3 (tiga) 
bulan setelah diterimanya usulan dari 
Kakan; 

g. Deputi mengolah berkas penanganan 
kasus dan Risalah Pengolahan Data dari 
Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional dan memberikan jawaban 
berupa: 
1) penegasan agar segera dilakukan 

pembatalan atau pencatatan; 
2)  Surat Pemberitahuan kepada Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional 
dan Kantor Pertanahan bahwa 
permohonan/usulan tidak dapat 
dikabulkan; 

3)  pengambilalihan pembatalan 
sertipikat hak atas tanah dan/atau 
tindakan pencatatan oleh pejabat 
yang ditunjuk. 

(2) Kakanwil atau Deputi melaporkan hasil 
perbuatan hukum pertanahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ini kepada Kepala 
BPN RI. 

Pasal 69. Proses penanganan permohonan 
pembatalan/ pembetulan sertipikat hak atas 
tanah yang diterbitkan oleh Kepala BPN RI atau 
Kakanwil yang terdapat cacat hukum 
administrasi melalui tata cara sebagai berikut: 
a. dilakukan penelitian oleh Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional melalui tahapan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
sampai tahap pembuatan Risalah 
Pengolahan Data; 

b. pengiriman usulan perbuatan hukum 
pertanahan dari Kakanwil kepada BPN RI 
dengan dilampiri berkas penanganan kasus 
dan Risalah Pengolahan Data, paling lambat 
3 (tiga) bulan setelah diterimanya 
permohonan pembatalan dari pemohon; 

c. pengolahan berkas usulan dan Risalah 
Pengolahan Data di BPN RI untuk 
memutuskan dapat tidaknya dilakukan 
perbuatan hukum pertanahan dalam waktu 
paling lama 3 (tiga) bulan setelah 
diterimanya surat usulan dari Kakanwil 
melalui tahapan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27; 

d. penerbitan keputusan dapat berupa: 
1) Surat Keputusan pembatalan cacat hak 

atas tanah; 
2) Surat Perintah kepada Kantor Pertanahan 

untuk melakukan pencatatan dalam Buku 
Tanah dan Daftar Umum lainnya; atau 

3) Surat Pemberitahuan kepada Kantor 
Wilayah Badan Pertanahan Nasional 
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bahwa permohonan/usulan tidak dapat 
dikabulkan. 

e. sebelum menerbitkan keputusan 
sebagaimana dimaksud huruf d, Deputi 
dapat meminta petunjuk kepada Kepala BPN 
RI melalui pengajuan Risalah Pengolahan 
Data, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 
diterimanya usulan dari Kakanwil. 
Pembatalan sertipikat yang cacat hukum 

admnistrasi merupakan upaya hukum untuk 
melakukan kontrol, pengawasan dan tindakan 
apabila terhadi kesalahan-kesalahan dalam 
prosedur peneribitan sertipikat untuk 
mencegah sertifikat hak atas tanah tidak 
sahnya dan tidak dapat dijadikan bukti adanya 
kepemilikan hak atas tanah. 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 
2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan 
Penanganan Kasus Pertanahan, Pasal 70. Proses 
penanganan permohonan perbuatan hukum 
pertanahan terhadap sertipikat hak atas tanah 
yang diterbitkan oleh Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, 
atau Menteri Dalam Negeri, Kepala BPN RI atau 
Pejabat BPN. 

Cacat hukum administrasi dapat 
mengakibatkan tidak sahnya suatu sertipikat 
hak atas tanah, sehingga tidak dapat dijadikan 
bukti adanya kepemilikan hak atas tanah. 
Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya 
cacat hukum administrasi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 62 Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 
3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian 
dan Penanganan Kasus Pertanahan, yaitu: 
1. Kesalahan prosedur dalam proses 

penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah; 
2. Kesalahan prosedur dalam proses 

pendaftaran peralihan hak dan/atau 
sertipikat pengganti; 

3. Kesalahan prosedur dalam proses 
pendaftaran penegasan dan/atau 
pengakuan hak atas tanah bekas milik adat; 

4. Kesalahan prosedur dalam proses 
pengukuran, pemetaan dan/atau 
perhitungan luas; 

5. Tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas 
tanah; 

6. Kesalahan subyek dan/atau obyek hak; dan 
7. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan 

perundang-undangan. 

Kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam 
prosedur hukum administrasi sebagaimana 
yang telah diuraikan perlu segera diselesaikan 
apabila ada permohonan 
pembatalan/pembetulan sertipikat hak atas 
tanah yang diterbitkan oleh Kepala BPN RI atau 
Kakanwil, agar ada kepastian hukum di bidang 
administrasi terhadap sertipikat hak atas tanah. 

 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
1. Sertipikat hak atas tanah yang cacat hukum 

administrasi dapat dilakukan pembatalan 
atau perintah pencatatan perubahan 
pemeliharaan data pendaftaran tanah 
menurut peraturan perundang-undangan. 
Cacat hukum adminsitrasi terjadi karena 
adanya kesalahan: prosedur dalam proses 
penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah; 
prosedur dalam proses pendaftaran 
peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti; 
prosedur dalam proses pendaftaran 
penegasan dan/atau pengakuan hak atas 
tanah bekas milik adat; kesalahan prosedur 
dalam proses pengukuran, pemetaan 
dan/atau perhitungan luas; tumpang tindih 
hak atau sertipikat hak atas tanah; kesalahan 
subyek dan/atau obyek hak; dan kesalahan 
lain dalam penerapan peraturan perundang-
undangan. 

2. Pembatalan sertipikat hak atas tanah karena 
cacat hukum administrasi apabila ada 
permohonan atau usulan dari pihak yang 
berkepentingan untuk melakukan 
pembatalan seperti: aparatur Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
yang mengetahui data dan/atau warkah 
penerbitan hak atas tanah yang tidak sah 
mengenai substansi dan/atau proses 
penerbitannya dan mempunyai bukti adanya 
kesalahan prosedur administrasi penerbitan 
sertipikat hak atas tanah; dan pihak yang 
dirugikan akibat terbitnya sertipikat hak atas 
tanah yang cacat hukum. 

 
B. SARAN 
1. Untuk mencegah terjadinya penerbitan 

sertipikat hak atas tanah yang cacat hukum 
administrasi, maka diperlukan pemeriksaan 
yang cermat dan teliti oleh pejabat Badan 
Pertanahan Republik Indonesia yang telah 
diberi kewenangan untuk memeriksa dan 
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meneliti telah terpenuhinya prosedur 
administrasi dalam penerbitan sertipikat hak 
atas tanah. 

2. Pembatalan sertipikat hak atas tanah karena 
cacat hukum administrasi perlu ditunjang 
oleh bukti-bukti yang menunjukkan adanya 
cacat hukum administrasi dari hasil 
pengolahan data atau adanya salinan amar 
putusan pengadilan atau pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan putusan yang 
substansinya menyatakan tidak sah dan/ 
atau palsu dokumen yang digunakan dalam 
proses penerbitan sertipikat hak atas tanah 
dan surat-surat lain yang mendukung alasan 
permohonan pembatalan. Perbuatan hukum 
administrasi pertanahan terhadap sertipikat 
hak atas tanah yang cacat hukum 
administrasi wajib dilaksanakan oleh Pejabat 
yang berwenang paling lambat 6 (enam) 
bulan setelah diketahui adanya cacat hukum 
administrasi, kecuali terdapat alasan yang 
sah untuk menunda pelaksanaannya. 
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